
BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor               900.1.7.1/Kep.1266    -BKAD/2023
Lanpiran     :    1 (SATU) LEMBAR

TENTENG

PENUNJUKAN PEWABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK
MENANDATANGANI SURAT PERINTAII PENCAIRAN DANA

TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI  CIREBON,

Menimbang        :  a.  bahwa untuk pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah,  dan  sesuai  ketentuan  Pasal  125  ayat  (1)  Peraturan
Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2019   tentang   Pengelolaan
Keuangan   Daerah,   perlu   menunjuk   pejabat   yang   diberi
wewenang untuk menandatangani  Surat  Perintah  Pencairan
Dana;

b. bahwa  berdasarkan   pertimbangan   sebagalmana  dimaksud
dalam   huruf   a,    perlu    menetapkan    Keputusan    Bupati
tentang  Penunjuhan  Pejabat  yang  diberi  Wewenang  untuk
Menandatangani       S u rat       Perintah       Pencairan       Dana
Tahun Anggaran 2024.

Mengingat           :   1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah   Dalam   Lin8lmngan   Fhopinsi   Djawa   Barat
(Berita  Negara  Republik  Indonesia  tanggal  8  Agustus  1950)
sebagainana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun   1968  tentang  Pembentuhan  Kabupaten  Purwakarta
dan   Kabuprflm  Suhapg  dengan   mengubah   Undang-Undang
Nomor  14 Tahun  1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten     Dalam    Lin9kungan     Propinsi    Djawa    Barat
(Ijembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1968 Nomor 31,
Talnbahan Lembaran Negara Repub]ik Indonesia Nomor 2851 ) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah   (Lembaran   Negara   Republik  Indonesia  Tahun   2014
Nomor 244,  Tambahan I+embaran  Negara Republik Indonesia
Nomor   5587),   sebagaimana   telah   diubah   beberapa   kali,
teralthir   dengan   Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2023
tentang     Penetapan      Peraturan     Pemerintah      Pengganti
Undang-Undang  Nomor  2  Thhun  2022  tentang  Cipta  Kelja
menjadi     Undang-Undang     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia   Tahun   2023   Nomor   41,   Talnbahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
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3.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang      Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah PLisat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022  Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;

4. Peraturan    Pemerintah    Nomor    12   Tahun    2019   tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran    Negara  Republik
Indonesia   Tahun   2019   Nomor   42,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5.  Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   77   Tahun   2020
tentang   Pedoman   Teknis   Pengelolaan   Keuangan   Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cirebon  Nomor  7  Tahun  2022
tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah   (I.embaran  Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);

7.  Peraturan  Bupati  Cirebon  Nomor  171  Tahun  2021  tentang
Sistem     dan     Prosedur     Pengelolaan     Keuangan     Daerah
Pemerintah        Kabupaten        Cirebon        (Berita        Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171).

MEMUTUSEN :
Menetapkan

KESATU              :   Menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani
Surat    Perintah    Pencairan    Dana    Taliun    Anggaran    2024
sebagaimana   tercantum   dalam   Lanpiran   yang   merupakan
bagian tidak telpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA                :   Pejabat  yang  diberi  wewenang  untuk  menandatangani  Surat
Perintah Pencalran Dana adalah Pejabat yang menandatangani
dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat
bukti  yang  menjadi  dasar  penerimaan  dan/atau  pengeluaran
atas  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,
bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan alribat yang
timbul dari penggunaan surat bulrd dimaksud.

KETIGA                :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di     Sumber
Pada tanggal   28  I)egember  2023

BUPATI CIREBON,

IMRON

Tembusan :
1.   Yth. Ketua DPRD Kabupaten tirebon;
2.   Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3.   Yth. Star Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

Kabupaten Cirebon.
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`LAMPIRAN       :    KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR        :    900.1.7.1/Kep.    1266     -BKAD/2023
TANGGAL    :     28  I)a.ember  2023
TENTANG    :   PENUNJUKAN     PEUABAT     YANG     DIBERI

WEWENANG     UNTUK     MENANDATANGANI
SURAT      PERINTAH       PENCAIRAN      DANA
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PELABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TAHUN ANGGARAN 2024

NO NANA JABATAN UENAV KETERANGAN
1 2 3 4 5
1. SRI            WIJAYAWATI , Kepala           Badan Untu k        menerbitkan Dalarn   hal   salah

S.Sos., M.Si. Keuangan dan Aset dan     menandatangani saLtu                Ku asa
Daerah          selaku Surat                Perin tah Bendahara Umum
Bendahara   Umum Pencairan Dana (SP2D) Daerah
Daerah Belanja              Daerah , berhalangan

Penbiayaan      Dacrah, nadir, maha SP2D
Pengembalian ditandatangani
Pendapatan             dan oleh    BUD/Kuasa
Menandatangani  Bilyet BUD yang jenjang
Giro. jabatannya    lebihtin8gi.

2. ARIS          RISD rTANTo , Kepala          Bidang Untuk       menerbitkan
ST., M.Si. Perben dan     menandatangani

pada              Badan Surat                Perintah
Keuangan dan Aset Pencairan Dana (SP2D)
D aerah          selaku Belanja    Daerah    dan
Kuasa    Bendahara Pengembalian
Umum Daerah Pcndapatan              danMenandatanganiBilyetGiro.

3. RAWILA, S.Pi. Kepala    Subbidang Untu k        menerbitkan
Belanj a        Daerah dan     menandatangani
pada             Bidang Surat                Perintah
Perbendaharaan Pencairan Dana (SF2D)
Badan     KcuangandanAsetDaerahselakuKuasaBendahalaUmumDaerah Eielanja Pegawal

4. ES0 TARSA, SIP. Analis      Keuangan Untuk       menerbitkan
Pusat  dan  Daerah dan     menandatangani
Ahli Muda Su rat           Penge sahanPendapatandanBelanja(SP2B),BLUD,PengesahanBelanj.aDanaBantuanOperasionalSelrolahq30S)danPengesahanBelanjaBantuanOperasonalKesehatan(BOP)Puskesmas

BUPATI CIREB0N,
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PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231 ) 8304433 Fax. 8304400

`S.U``MB`E FR                                                       45611

NOTA DINAS

Kepada    :   Yth. Bupati cirebon
Dari         :   Kepala Bad.an Keuangan dan Aset Daerah
Nomor      :
Tanggal    :
Lampiran:
Perihal     :

900.1.7.1 / 1915 /Perbend
19 Desember 2023
1 (satu) berkas
Permohonan Penandatangan Keputusan Bupati Cirebon mengenai
Penfzelolaan KeuanEan Daerah.

Dipemlaldumkan  dengan  bahwa  berdasarkan  ketentuan
fasal l25 Ayat{l) dan Ayat t2) Peraturan Pemerintah       Nomor 1 2
Tahun 2019  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,  dinyatakan
bahwa Kepala Daerah harus menetapkan Pejabat yang berkaitan
dengan   pengelolaan   keuangan    sebelum    dimulainya   tahun
anggaran berkenaan.

Se-hnhangarl  hal  .tersebut  bersarna  `ini  kam± .s.a[Inpaikan
draft   Surat   Keputusan   Bupati   tentang  penjunjukan   pejabat
pengelola   keuangan   daerah   Tahun   Anggaran   2023   untuk
mendapat pengesahan Bapak,  yang terdiri dari :
1.   Keputusan  Bupati  tentang  Penunjukan  Sekretaris  Daerah

Selaktl Ko'erdinafroFT dpEmgrhalaari K€uallgan Daerah          Tahun
Anggaran 2024;

2.   Keputusan  Bupati  Tentang  Penunjukan  Bank  Bjb  Cabang
Sumber Sebagal Penyimpanan Kas Daerah Tahun    Anggaran
2024;

3.   Keputu§an  Bupati Tefifafi`g  .Penetapan  Nomor  Rckening  Kas
Umurn Daerah, Kas Penerimaan Daerah Dan Kas Pengeluaran
Daerah pada Bank Bjb cabang sumber       Tahun Anggaran
2024;

4.   Keputusan  Bupati tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi
Wewenang Sebagal -Pejabat Pengelola Kfuangan Daerah Selalou
Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2024;

5.   Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Pejabat Yang Diserahi
Tugas   Selahl   Kuasa   Bendahara   Umum   Daerah   Tahun

zE.i
chggaran 2024;
Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi
Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan
Dana Tahun Anggaran 2024;

7.   Keputusan  Bupati Tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi
Wewenang Menandatangani surat penyediaan Dana     Tahun
chggaran 2024;

8.   Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi
Tugas       Untuk      Menandatangahi       Surat       Keterangan
Pemberhentian Pembayaran Tahun Anggaran 2024 ;

9.   Keputusan  Bupati  Tentang  Penunjukan  Pejabat  Pengguna
Anggaran      Pada      Satuan      Ken.a      Perangkat      Daerah
Tabun Anggaran 2024;
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+I 10. Keputusan   Bupati   Tentang   Penunjukan    Pejabat    Kuasa
Pengguna  Anggaran  Pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah
Tahun Anggaran 2024;

11.Keputusan      Bupati      tentang      Penunjukan      Bendahara
Penerimaan, Bendahara P€ngeluaran dan Penetapan Rekening
Pada satuan Kerja perangkat Daerah              Tahun Anggaran
2024;

12.Keputusan      Bupati      tentang      Penunjukan      Bendahara
Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan
Penetapan  Rekening  Pada  Satuan  Keria  Perangkat  Dacrah
Tahun Anggaran 2024;

13.Keputusan     Bupati     Tentang     Penunjukan      Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Dan Penetapan Rekening
Pejabat pengelolaan Keuangan Daerah            Tahun Anggaran
2024;

14. Penetapan  Rekening  Satuan  Pendidikan  Dalam  Penyaluran
Dana    Bantuan    Operasional     Sekolah,     Dana    Bantuan
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Dana   Bantuan   Operasional   Penyelenggaraan   Pendidikan
Kesetaraan Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 ;

15. Penunjukan  Penanggung Jawab  Dana Bantuan  Operasional
Sekolah Pada Satuan Pendidikan Negeri Yang Diselenggarakan
Oleh Pemerintah  Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 ;

16. Keputusan   Bupati   tentang   Penunjukan   Bendahara   Dana
Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Negeri
Yang Diselenggarakan  Oleh Pemerintah   Kabupaten  Cirebon
Tahun Anggaran 2024;

17. Penetapan  Rekening  Dana  Bantuan  Operasional  Kesehatan
q30K)  Pusat  Kesehatan  Masyarakat  Di  Kabupaten  Cirebon
Tahun Anggarari 2024;

18. Penunjukan   Kepala   Puskesmas   Selaku   Kuasa   Pengguna
Anggaran Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;

19. Penunjukan   Pt.   Bank   Negara   Indonesia   Kantor   Cabang
Pembantu    Sumber   Sebagai    Penyimpan   Dana   Bantuan
Operasional  Kesehatan  Pusat Kesehatan  Masyarakat Tahun
Anggaran 2024;

Demikian agar menjadi maklum atas  perkenannya kami
sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN. ASET DAERAH

KABUPATEN CIREBON,

SRI VIJAYAWATI` S.Sos.. M.Si.
Pembina

NIP.  19740530  199803 2 005

Tembusan :

Yth.  Kepala Ba9ian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.
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